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ABSTRAK 
 

 

 

Dina Hidayati, 02011381419345, 2018, KAJIAN YURIDIS TERHADAP 

KARTU KREDIT YANG TIDAK SESUAI DENGAN IDENTITAS NASABAH 

(STUDI PUTUSAN NOMOR : 84/PDT.G/2014/PN.Skt), Fakultas Hukum, 

Unoversitas Sriwijaya. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri 

Surakarta dalam sengketa perdata perihal kartu kredit Nomor 84/PDT.G/2014/PN.Skt 

serta perlindungan hukum terhadap nasabah terkait adanya perbedaan identitas 

diri.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. bersifat preskriptif dengan 

menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan 

konseptual. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yan terdiri 

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menggunakan 

literatur, undang-undang serta dokumen yang berhubungan dengan objek 

penelitian.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Kesatu, 

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus sengketa 

perdata Nomor : 84/PDT.G/2014/PN.Skt terhadap kartu kredit yang tidak sesuai 

dengan identitas nasabah merupakan perbuatan melawan hukum dan memenuhi Pasal 

1365 KUH Perdata yang disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh Bank 

tersebut. Kedua, terkait pengaturan perbankan dalam perlindungan nasabah diatur 

dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indoesia. 

Nasabah yang dirugikan atas kelalaian Bank dalam menjalankan kegiatan kartu kredit 

dapat melakukan upaya melalui pengaduan ke Bank yang bersagkutan maupun 

gugatan ke Pengadilan Negeri. 
 

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Perlindungan Nasabah, Kartu Kredi 

Mengetahui, 

Pembimbing Utama     Pembimbing Pembantu 

 

 

 

Arfianna Novera, S.H., M.Hum.   Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum. 

           NIP. 195711031988032001     NIP. 196003121989031002 

 

Ketua Bagian Studi Hukum Perdata 

 

 

 

Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum 

NIP. 196511011992032001 
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BAB 1 
 

 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 
 

 

Bank merupakan salah satu lembaga atau perusahaan yang bergerak di 

bidang keuangan dan sebagai wadah kegiatan ekonomi. Menurut Pasal 1 

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank adalah “ 

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 

dan menyalurkan nya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk- bentuk lain nya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak”. 

 

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa usaha perbankan meliputi 

tiga kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan 

dana, dan memberikan jasa bank lain nya, banyak produk dan jasa yang 

diterbitkan oleh bank kepada masyarakat, selain itu perbankan terus 

menumbuhkan rasa kepercayaan kepada masyarakat dengan berbagai cara 

sampai akhirnya saat ini banyak masyarakat yang merasa aman dan nyaman 

menyimpan uang di Bank. 
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Dalam perkembangan selanjutnya, dunia perbankan melahirkan suatu 

tawaran instrumen baru berupa Kartu Kredit/Credit Card sebagai alat 

pembayaran jenis baru, adalah merupakan salah satu usaha perkembangan 

dari potensi, inisiatif dan daya kreasi di bidang alat-alat pembayaran yang ada 

di dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan 

Menggunakan Kartu, yang dimadsud dengan Kartu kredit (credit card) adalah 

Alat Pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk 

melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan 

ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan 

penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran Pemegang Kartu Kredit 

berkewajiban untuk melakukan pelunasan kewajiban pembyaran tersebut pada 

waktu yang disepakati baik secara sekaligus ataupun secara angsuran.
1 

 

Alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (cash 

based) ke alat pembayaran non tunai (non cash based), yaitu pembayaran 

yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai seperti cek, bilyet giro dan 

kartu kredit. Kartu kredit merupakan transaksi modern dalam bidang ekonomi 

yang tidak menggunakan uang tunai. Kartu kredit adalah alat pembayaran 

yang digunakan oleh kreditur dari debitur melalui jasa 

 
 
 

 
1 Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan 

Alat Pembayaan dengan Menggunakan Kartu. 
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bank/perusahaan pembiayaan dalam transaksi jual beli barang/jasa, atau alat 

untuk menarik uang tunai dari bank/perusahaan pembiayaan.
2 

 

Kartu kredit mempunyai karakter dasar yang melekat, yakni bisnis 

yang berisiko tinggi dengan keuntungan yang tinggi (high gain high risk) 

Misalnya jika tidak membayar angsuran kartu kredit pada tanggal jatuh tempo 

dan akan dikenakan bunga yang tinggi sehingga dapat mengakibatkan 

penagihan dilakukan dengan bantuan penagih hutang. Kesalahan akibat 

penggunaan kartu kredit yang bukan dilakukan oleh pelaku transaksi misalnya 

adanya transaksi yang tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh pemilik kartu 

namun ada pemberitahuan tagihan dari bank mengenai tagihan kartu kredit 

tersebut sebelumnya oleh pemilik kartu, namun ada pemberitahuan tagihan 

dari bank mengenai tagihan kartu kredit tersebut. Penerbit kartu kredit harus 

memberikan penjelasan mengenai klausula-klausula yang ada di dalam 

perjanjian kartu kredit, karena antara perusahaan penerbit dan pemegang kartu 

memiliki hak dan kewajiban secara timbal balik yang lahir dari perjanjian 

yang telah disepakati. Berdasarkan perjanjian tersebut, peminjam (pemegang 

kartu) memperoleh pinjaman dana dari bank atau perusahaan pembiayaan 

(penerbit). Perjanjian yang telah disepakati tersebut berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. 

 
 
 

 

2 http://www.bi.go.id/Info dan Edukasi Konsumen Alat Pembayaran/ Diakses tanggal 

26 Januari 2018 pukul 20.08. 
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Perjanjian Kartu Kredit adalah perjanjian untuk menerbitkan kartu 

kredit yang dapat dimanfaatkan pemegangnya untuk membayarkan barang 

atau jasa. Perjanjian kartu kredit ini mengacu pada perjanjian pinjam 

meminjam yang diatur dalam pasal 1754 KUH Perdata.
3
 Perjanjian kredit 

merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, 

tanpa pernjanjian kredit yang ditandatangani Bank dan Debitur maka tidak 

ada pemberian kredit itu. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara Bank 

dengan Debitur yang isinya menentukan hak kredit. Perjanjian kredit biasanya 

diikuti dengan perjanjian jaminan maka perjanjian kredit adalah pokok atau 

prinsip dasar. 
4 

 

Pada dasarnya kartu kredit merupakan fasilitas yang diberikan oleh 

bank kepada nasabahnya setelah terpenuhi sejumlah prosedur dan persyaratan 

tertentu, sehingga nasabah Pemegang Kartu dapat menggunakan credit card 

untuk berbelanja pada tempat-tempat tertentu yang terdaftar dan dapat 

menerima credit card tersebut. Jadi, dalam hal ini bank bertindak sebagai 

Penerbit Kartu Kredit dan nasabah adalah selaku Pemegang Kartu.Pihak – 

pihak yang terkait atas keberadaan kartu kredit tersebut adalah 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Soebekti,  Hukum Perjanjian , Cetakan ke-2. Penerbit Alumni Bandung , 1996, hlm. 35.  
4 Sutarno,  Aspek Aspek Hukum Perkreditan pada Bank, ALFABETA, Bandung,  hlm. 98.
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a. Penerbit Kartu (card issuer) 

 

Pihak ini adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan 

kartu kredit dengan menggunakan merek tertentu atas persetujuan 

pemegang hak atas merek (principal). Card Issuer ini memperoleh 

keuntugan dari kartu kredit yang diterbitkannya yang berasal dari 

penerimaan annual fee dari nasabah Pemegang Kartu serta interest dari 

tagihan terhadap Pemegang Kartu.
5 

b. Pengelola (Acquirer) 

 

Yaitu Pihak yang mengelola yaitu bank yang mempunyai hubungan 

langsung dengan merchant dalam otorisasi dan mengelola transaksi antara 

merchant dengan cardholder. 

 
c. Pemegang kartu (card holder) 

 

Yaitu seorang atau nasabah yang telah memenuhi prosedur dan 

persyaratan yang telah ditetapkan sehingga berhak untuk memegangkartu 

kredit dan menggunakannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah 

ditentukan. 

 
d. Pengusaha Dagang (merchant) 

 

Pengusaha Dagang (Merchant) ialah alah perusahaan/pengusaha yang 

bergerak di bidang perdagangan barang/jasa yang menerima pembayaraan 

dengan kartu kredit dan atau kartu debet. 

 

 

5 Republik Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang 

Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, Pasal 1 angka 11. 
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Dalam syarat - syarat dan ketentuan- ketentuan kartu kredit telah jelas 

mengatur mengenai aturan dalam penggunaan kartu kredit, namun masih ada 

saja pelanggaran ataupun kesalahan yang terjadi pada penggunaan kartu kredit 

yang dilakukan oleh bank kepada nasabah, sehingga dapat menyebabkan 

kerugian kepada nasabah tersebut baik dalam bentuk materiil maupun non 

materiil yang dilakukan oleh bank akibat kelalaian sehingga melakukan 

perbuatan melawan hukum. 

 

Menurut pasal 1365 KUH Perdata yang dimadsud dengan perbuatan 

melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh 

seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. 

Dalam Ilmu Hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum 

yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan 

hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian), dan 

perbuatan melawan hukum karena kelalaian
6
 Dalam ilmu hukum diajarkan 

bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah 

memenuhi unsur pokok sebagai berikut : 

 

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya 

dilakukan 

 
2. Adanya suatu kewajiban kehati hatian (duty of care)  

 
 

 
6
 Dr. Munir Fuady,  Perbuatan Melawan Hukum,  PT Citra Aditya Bakti, Bandung,  2005, 

hlm.3. 
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3. Tidak dijalankan kewajiban kehati hatian tersebut 

 
4. Adanya kerugian bagi orang lain 

 

5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak 

melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul
7
 

 

Adapun contoh kasus perkara mengenai adanya tagihan kartu kredit 

yang tidak sesuai dengan identitas pemegang kartu kredit yaitu Putusan 

Pengadilan Negeri Nomor : 84/ PDT.G/ 2014/PN. Skt yaitu perkara antara 

Tuan Sutrisno melawan PT BANK MANDIRI (Persero). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Ibid, hlm. 73. 
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TUAN SUTRISNO 

 
( PENGGUGAT)  

 
 
 

 
-MENERIMA SURAT  INVOICE DIMANA  
TERDAPAT ADANYA KESALAHAN  
IDENTITAS PENGGUGAT 

 
-PENGGUGAT BERUSAHA  
MENGKLARIFIKASTAPI TIDAK ADA  
ITIKAD BAIK DARI TERGUGAT 

 
-ADANYA PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM DENGAN MELAPORKAN  
PENGGUGAT SEHINGGA DI  
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DASAR PERTIMBANGAN HAKIM 

  

 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

  PEMEGANG KARTU KREDIT 
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Keterangan : 
 

 

Kasus ini bermula pada tanggal 6 Maret 2013, Tuan Sutrisno (Selanjutnya 

disebut pihak Penggugat) telah menerima surat invoice (tunggakan pembayaran kartu 

kredit) sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dari PT. BANK Mandiri 

(Selanjutnya disebut pihak Tergugat). Bahwa Penggugat merasa belum menerima dan 

tidak pernah menggunakan kartu kredit tersebut karena bukan alamat penggugat, 

akan tetapi tergugat tetap mengeluarkan tagihan tunggakan kartu kredit. Tergugat 

menginformasikan ke Bank Indonesia sebagai kredit macet, sehingga usaha dagang 

Penggugat di blacklist dalam memperoleh kredit usaha. Dengan informasi Tergugat 

ke Bank Indonesia tersebut usaha Penggugat dalam mengajukan kredit modal usaha 

ke bank beberapa kali ditolak oleh bank dan lembaga keuangan. Penggugat telah 

berusaha mengklarifikasi, namun Tergugat tidak berusaha menyelesaikan sehingga 

kelalaian yang dilakukan Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan melawan 

hukum dan menimbulkan kerugian pada Penggugat. 
8 

 

Pada tahun 2013 Penggugat pernah mengajukan permohonan kartu kredit ke 

Tergugat atas nama Sutrisno, dengan alamat di Gondang Kulon Nomor 148, 

Purwosari, Wonogiri, sesuai surat bukti aplikasi yang diajukan pemohon tertulis dan 

ditanda tangani Pemohon pada bulan januari 2013, sesuai data aplikasi dan surat 

lampiran yang dicantumkan dalam permohonannya adalah KTP, surat keterangan 

pengahasilan yang ditanda tangani oleh Anggoro Yulianto, SE. selaku direktur CV. 

  
8 Pengadilan Negeri Surakarta, “Putusan Nomor 84/ Pdt.G/ 2014/hlm.2. 
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Mulia Jaya, pekerjaan karyawan tetap CV. Mulia jaya alamat Jln. Raya Pucang 

Sawit, Nomor 205, Kecamatan Jebres, Surakarta. Dengan dilampirkan pula referensi 

foto copy Kartu Kredit BRI yang dimiliki oleh pemohon atas nama Sutrisno. 
9 

 

Tergugat (Bank Mandiri devisi kartu kredit) telah memproses dan menyetujui 

permohonan tersebut kemudian mengirimkan kartu kredit pemohon melalui biro jasa 

ekspedisi surat “Kerta Gaya Pusaka” kealamat Tuan Sutrisno CV. Mulia Jaya Jln. 

Raya Pucang Sawit, No 205, RT 05, Pucang Sawit, Jebres, Surakarta, selain itu dalam 

bukti tersebut terdapat Jalan Gondang Kulon, Nomor: 148, RT 02, RW 05, 

Purwosari, Wonogiri, dikirim pada tanggal 6 Maret 2013. Selanjutnya Tergugat 

menerbitkan surat tagihan pemakaian kartu kredit sebesar Rp. 7.990.500 (tujuh juta 

Sembilan ratus Sembilan puluh lima ratus rupiah), yang ditujukan kepada Penggugat 

karena menurut dalil Tergugat sesuai data yang ada telah digunakan nya kartu kredit 

tersebut pada Tanggal 28 Maret 2013, bahwa Penggugat telah menolak tagihan kartu 

kredit dari Tergugat tersebut karena Penggugat merasa belum pernah menerima kartu 

kredit dari Tergugat apalagi menggunakan nya, penggugat sudah berusaha 

mengajukan keberatan pada tanggal 27 Desember 2013, oleh karena alamat pengirim 

yang dituju tidak sesuai, yang tertera ke alamat kartu kredit tersebut adalah CV. 

Mulia Jaya alamat: Jln. Raya Pucangsawit No: 205, Jebres, Surakarta. Sedangkan 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 Ibid, hlm.3. 
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alamat Penggugat adalah UD. Anugerah, Jln. Godang Kulon, No: 148, Purwosari 

Wonogiri
10 

 

Penggugat telah berupaya melakukan klarisikasi terhadap Tergugat melalui 

suratnya Tanggal 7 Febuari 2014, Tanggal 14 Febuari 2014, dan Tanggal 23 Febuari 

2014, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat. Dihubungkan dengan ketentuan 

Pasal 1365 KUH Perdata, menurut Pengadilan perbuatan tergugat yang tidak segera 

menaggapi keberatan penggugat, justru memberikan infromasi data sebagai kredit 

yang tidak dibayar atau kredit macet ke Bank Indonesia, kemudian Bank Indonesia 

mengeluarkan Surat sebagai daftar Blacklist tehadap usaha dagang Penggugat untuk 

memperoleh modal. Lalu Tergugat mengeluarkan surat tertanggal 30 April 2014 

kepada Penggugat untuk membersihkan status blacklist Bank Indonesia untuk usaha 

dagang Penggugat, namun ternyata belum juga dilaksanakan sampai perkara ini 

diajukan. 
11 

 

Dari bukti – bukti surat diatas, secara nyata bahwa Tergugat telah lalai dalam 

memberikan pelayanan dan tanggapan kepada penggugat sehubungan dengan 

keberatan dan data kredit penggugat, sehingga menyebabkan usaha penggugat tidak 

dapat memperoleh permodalan dari bank dan lembaga keuangan. Bahwa seuai 

ketentuan pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa “Tiap perbuatan melawan 

hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena 

 
 

 
10 Ibid, hlm.18.  
11 Ibid, hlm 20.
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salahnya menerbitkan kerugian tersebut mengganti kerurgian tersebut”. Dihubungkan 

dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, menurut Pengadilan perbuatan tergugat 

yang tidak segera menenerbitkan surat penghapusan status blacklist tentang usaha 

dagang pengugat dalam hal tersebut dilakukan akibat kelalaian tergugat. Hal tersebut 

sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan hak 

subjektif penggugat.
12 

 

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan 

mengkaji lebih dalam dengan Judul : KAJIAN YURIDIS TERHADAP 

 

TAGIHAN KARTU KREDIT YANG TIDAK SESUAI DENGAN IDENTITAS 

PEMEGANG KARTU KREDIT (STUDI PUTUSAN NOMOR : 84/ PDT. G/ 

2014/PN. Skt) 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan dalam latar belakang penulisan di 

atas, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang diulas, yaitu: 

 
1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor: 84/ PDT. G/ 

2014/ PN Skt ? 

 
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Kartu Kredit yang tidak sesuai 

Dengan Identitas Nasabah ?. 

 
 
 
 
 
 
 

12 Ibid, hlm.21. 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian dengan tujuan 

untuk : 

 
1) Untuk mengetahui dan mempelajari secara lengkap, rinci dan sistematis 

tentang dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor : 84/ PDT. 

G/ 2014/ PN Skt. 

 
2) Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Kartu 

Kredit Yang Tidak Sesuai Dengan Identitas Nasabah. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

a. Segi Teoritis 

 

Penulisan ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka 

pengembangan Ilmu Hukum Perdata khususnya di bidang Hukum Perbankan 

mengenai Kajian Yuridis Terhadap Tagihan Kartu Kredit Yang Tidak Sesuai 

Dengan Identitas Pemegang Kartu Kredit (Studi Putusan Nomor : 84/ PDT. 

G/ 2014/ PN Skt) 

 

Selain itu, penulisan ini dapat bermanfaat sebagai suatu kontribusi dalam 

pemikiran yang baru baik dari para sarjana/ahli maupun dari penulis sendiri 

bagi dunia pendidikan terkhusus nya dunia perbankan mengenai kartu kredit. 
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b. Segi Praktis 

 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan informasi dan 

menjadi acuan wacana bagi para praktisi yang ingin lebih mengetahui tentang 

Kajian Yuridis Terhadap Kartu Kredit Yang Tidak Sesuai Dengan Identitas 

Nasabah (Studi Putusan Nomor : 84/ PDT. G/ 2014/ PN Skt) 

 

 

E.  Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji 

mengenai Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 84/ PDT. G/ 2014/ 

PN Skt dengan memfokuskan pada pokok bahasan terhadap pertimbangan 

hakim dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kartu kredit yang tidak 

sesuai dengan identitas nasabah. 

 

 

F. Kerangka Teori 

 

Dalam penelitian hukum adanya kerangka teori dan landasan dasar 

merupakan syarat yang sangat penting. Kerangka konsepsional atau kerangka 

teori dalam suatu penelitian mencakup konsep atau definisi – definisi 

opersionil.rkan pada 
13

 Definisi disusun berdasarkan pada perundang-

undangan dan dapat pula didasarkan pada hal – hal diluar peraturan 

perundang – undangan. 

 

 

13 Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet 3, Universitas Indonesia, Jakarta , 

1986, hlm. 133. 
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1. Teori Kehakiman 

 

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 

keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping 

itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga 

pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila 

pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang 

berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan 

Tinggi/Mahkamah Agung.
14 

 
Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 

pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang 

paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan 

untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu 

benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. 

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa 

peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, 

sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, pada 

 
14 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, 

 
Yogyakarta, 2004, hlm.140. 
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hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal 

sebagai berikut : 

 
a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak 

disangkal. 

 
b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut 

semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 

 
c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus 

dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat 

 
menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat 

dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.
15 

 

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 

Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 

2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan 

kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama 

dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 

Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-undang Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam 

 

 
15 Ibid, hlm.141. 
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ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari 

segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal 

sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. 

 
 

 

2. Teori Perjanjian 

 

Perjanjian atau verbintenis mengandung pengertian: Suatu hubungan 

hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi 

kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus 

mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Perjanjian 

merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perikatan yang 

berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau satu pihak yang 

membuat perjanjian, sedangakan perikatan yang lahir dari undang-undang di 

buat atas dasar kehendak yang saling berhubungan dengan perbuatan manusia 

yang terdiri dari dua pihak.
16 

 
Dalam undang-undang perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata 

yang mengatur tentang perikatan. Hal ini karena perjanjian merupakan salah 

satu peristiwa yang melahirkan hubungan hukum dalam lapangan harta 

kekayaan antara dua pihak yang disatu pihak ada hak dan dilain pihak ada 

kewajiban (perikatan). Definisi perjanjian telah diatur dalam KUHPerdata 

Pasal 1313 KUHPerdata dinyatakan bahwa “Perjanjian atau persetujuan 

 

 

16 Suharnoko,  Hukum  Perjanjian, Prenada Media, Jakarta, 2004 ,  hlm. 117. 
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adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. 

 
Didalam Perjajian ada syarat-syarat yang mengatur sah atau tidaknya suatu 

perjanjian dimana diatur oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa : 

 
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 

 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
 

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian; 
 

3. Mengenai suatu hal tertentu; 
 

4. Suatu sebab yang halal. 
 

 

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena 

mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, 

sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena 

mengenai perjanjian nya sendiri oleh objek dari perbuatan hukum yang 

dilakukan itu 

 
3. Teori Perlindungan Hukum 

 

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., bahwa hukum melindungi 

kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan 

kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan nya tersebut. 

Pengalokasian kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, 

melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum 

kepada seseorang. Berkaitan dengan itu, lembaga perbankan adalah suatu 
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lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat, tentu 

suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. 

sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa 

menjaga kepercayaan diri masyarakat dengan memberikan perlindungan 

hukum kepada kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari 

bank yang bersangkutan. 

 
Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas 

suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila 

kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan 

hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh bank. Tidak dapat 

disangkal bahwa memang telah ada political will dari pemerintah untuk 

melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. 

 
Perlindungan hukum menurut Hadjon meliputi dua macam, 

perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat 

preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif meliputi perlindungan 

hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, sedangkan 

perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang arahnya lebih 

kepada upaya untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan dengan 

menerapkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran guna memulihkan hukum 

kepada keadaan sebenarnya,contohnya upaya penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan. Perlindungan hukum khususnya bagi pemegang kartu kredit 
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merupakan tujuan yang diinginkan oleh para pihak. Oleh karena itu peranan 

pemerintah dalam memberikan perangkat aturan hukum yang memberikan 

kesetaraan kedudukan antara penerbit dan pemegang kartu, memberikan 

kepastian hukum, serta keterbukaan informasi bagi para pihak dalam bentuk 

peraturan khusus diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan 

kartu kredit 

 

 

G. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini meggunakan kajian hukum normatif untuk 

memahami penerapan norma – norma hukum terhadap fakta – fakta, 

sehingga diperlukan suatu telaah terhadap unsur – unsur hukum.
17

 

Penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka, yakni dengan mengumpulkan data sekunder 

yang yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara 

sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan 

terkait masalah yang diteliti.
18 

 
 
 
 
 

 

17 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif Suatu 
Tinjauan Singkat, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. hlm. 3. 

 

18 Ibid, hlm. 13. 
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2. Pendekatan Penelitian 
 

 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan 

koseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah 

semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan 

permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang- 

 
undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari 

konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-

Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang 

yang lain pendekatan. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara 

melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang 

dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. Bahan lainya yang 

tentunya berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Pendekatan 

konseptual yaitu pendekatan yang beranka dari pandangan dan doktrin 

yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting 

sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam 

ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum 

ketika menylesaikan isu yang dihadapi.
19 

 
 
 
 
 
 

 

19 Ibid, hlm. 94. 
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3. Sumber Bahan Hukum 

 

Sumber data utama yang dipergunakan adalah data sekunder, meliputi 

 

bahan bahan kepustaakaan yang diperoleh dari : 

 

a. Bahan hukum primer 

 

Kita dapat mendefinisikan sumber hukum primer sebagai aturan – 

aturan tertulis tentang perilaku manusia yang diberlakukan oleh 

Negara. Sumber primer ini meliputi statuta yang diberlakukan oleh 

badan legislatif, keputusan pengadilan, dekrit eksekutif dan peraturan-

peraturan atau keputusan badan pemerintahan 
20

. Adapun bahan 

hukum primer yang mengikat, meliputi : 

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. 

 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan. 

 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlidungan 

Konsumen. 

 
4. Peraturan Bank Indonesia 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan 

Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. 

 
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 

Tentang Perlindungan Konsumen 

 

 

20 Morris L.Cohen dan Ibrahim R, Penelitian Ilmu Hukum, PT Grafindo Persada, Jakarta, 
1995, hlm. 20. 
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6. Putusan No : 84/ PDT. G/ 2014/ PN.Skt 

 
7. Peraturan lain nya yang terkait. 

 
 
 
 

b.  Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak 

mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang 

merupakan hasil olahan dari pendapat atau pikiran para pakar atau ahli 

yang mempelajari suatu badan tertentu secara khusus yang dimana 

akan memberi petunjuk kepada peneliti. Bahan hukum sekunder 

berasal dari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, yang 

meliputi bahan-bahan dokumen, laporan, hasil penelitian terdahulu, 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dan buku buku ilmiah 

yang berhubungan dengan masalah yang menjadi topik penelitian. 

 
c. Bahan Hukum Tersier 

 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder yang berupa rancangan kamus hukum, ensiklopedia 

dan artikel. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu suatu bentuk 

pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, 

membaca dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, dan 

mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-

undangan, dokumen, dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa 

buku-buku referensi, artikel artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil 

penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan bahan-bahan 

kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. 

 

 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 

Data primer, data sekunder dan data tersier yang diperoleh dalam 

penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif secara 

deskriptif dengan memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang 

akan diteliti. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antar tahap-

tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama 

lain dan benar-benar data yang mendukung peneliti dalam penyusunan 

laporan penelitian nya.
21 

 
 
 
 
 

 
21

  HB Sutopo,  Metode Penelitian Kualitatif,  UNS Press, Surakarta, 2002 , hlm. 35. 
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6. Teknik Pengambilan Kesimpulan 

 

Dalam perumusan masalah, penulis menggunakan teknik pengambilan 

kesimpulan yang bersifat induktif, yakni merumuskan gagasan-gagasan 

khusus yang dilandaskan pada data dan fakta. yang ada. Setelah 

memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui 

dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-

pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, 

akhirnya peneliti menarik kesimpulan. 
22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 Ibid, hlm. 37. 
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